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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Jabatan

Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pasar

Hasil Perikanan;

1.

(1)

(2)

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
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Menetapkan

(3)

(4)

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 790);
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48/ PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yang
selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional APHP adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan
analisis pasar hasil perikanan.

Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yang
selanjutnya disingkat APHP adalah PNS yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh

oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas
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dalam bidang analisis pasar hasil perikanan.

Analisis Pasar Hasil Perikanan adalah kegiatan analisis
pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang meliputi
persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan
data, analisis data, penyajian dan pelaporan dalam
rangka penguatan daya saing produk kelautan dan
perikanan.

APHP Kategori Keterampilan adalah APHP yang memiliki
kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya
mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan
prosedur kerja di bidang Analisis Pasar Hasil Perikanan.
APHP Kategori Keahlian adalah APHP yang mempunyai
kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan
fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan,
metodologi, dan teknik analisis di bidang Analisis Pasar
Hasil Perikanan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus
dicapai oleh APHP sebagai prasyarat menduduki setiap
jenjang Jabatan Fungsional APHP.

Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target
hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu
tertentu.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional APHP yang
selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah
Kementerian.

Instansi Pengguna Jabatan Fungsional APHP yang
selanjutnya  disebut Instansi Pengguna  adalah
kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,
kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga
nonstruktural, dan instansi daerah.

Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya
disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat
fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu
efektif 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
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13.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil
negara, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara
di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional
APHP dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk
perhitungan kebutuhan:
a. Jabatan Fungsional APHP pada Instansi Pembina;

dan
b. Jabatan Fungsional APHP pada Instansi Pengguna.
Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian
yang secara teknis membidangi penguatan daya saing
produk kelautan dan perikanan.
Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan unit kerja pada kementerian,
lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan
lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural,
dan instansi daerah yang menyelenggarakan tugas di

bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3
Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) menetapkan:
a. jenis output;
b. SKR;
c. kontribusi,
pada Jabatan Fungsional APHP.
Penetapan jenis output, SKR, dan kontribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Instansi
Pembina dan Instansi Pengguna untuk menyusun

kebutuhan Jabatan Fungsional APHP.
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Dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional APHP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pengguna
bertugas mengisi volume Beban Kerja yang ada di unit

kerja masing-masing.

Pasal 4
Jabatan Fungsional APHP terdiri atas:
a. APHP Kategori Keterampilan; dan
b. APHP Kategori Keahlian.
Jabatan Fungsional APHP Kategori Keterampilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dari
jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri
atas:
a. APHP terampil;
b. APHP mabhir; dan
c. APHP penyelia.
Jabatan Fungsional APHP Kategori Keahlian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dari jenjang terendah
sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
a. APHP ahli pertama;
b. APHP ahli muda;
c. APHP ahli madya; dan
d. APHP ahli utama.
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf ¢ berkedudukan di
Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf d berkedudukan di Instansi Pembina.

Pasal 5
Jabatan Fungsional APHP pada Instansi Pembina dan
Instansi Pengguna mempunyai tugas melakukan Analisis
Pasar Hasil Perikanan.
Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Jabatan Fungsional APHP mempunyai
fungsi peningkatan dan penguatan daya saing produk

kelautan dan perikanan di dalam dan di luar negeri.
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